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TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Moengingat

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. A,

b.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa scbagai pclaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Pcraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Pcrangkat Dacrah dan Pasal 164 Pcraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Dacrah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Sclatan Nomor 23 Tahun 2012, perlu
disusun Rincian Tugas Jabatan masing-masing Perangkat
Daerah;;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a tersebut di atas, maka perlu mencltapkan
Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan DRinas
Komunikasi dan [nformatika Kabupaten Lampung Sclatan;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darural Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pcmbentukan
Daerah Tingkat Il termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Kabupaten Lampung Sclatan scbagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );




o)
.

8.

Q.

10.

J:

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 (entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan  Daerah ( Lembaran  Negara  republik
(ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
0234);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Pemerintahan antaia Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 ),

Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
schbagaimana (clah diubah beberapa kali, (crakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangke:
Dacrah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran  Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Sclatan Nomor 06 ) sebagaimana tclah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Dacrah
Kabupaten Lampung Seclatan Nomor 23 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupater
Lampung Selatan Nomor 23 );




Yy

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPAT!I TENTANG RINCIAN TUGAS
JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1.
2.

0.

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Lampung Sclatan.
Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sckretaris  Dacrah adalah Sckretaris Dacrah
Kabupaten Lampung Sclatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung
Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lmapung Selatan.

Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas  Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lampung Selatan.

BAB II

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

¢

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

2asal 2

susunan o Organisasi Dinas Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten

Lempung Selatan adalah schagai berikut :

. Kepala Dinas;

Sclretaris, membawahi

a. Nepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

h. Kepala Sub Bagian Pcrencanaan;

¢. Kepala Sub Bagian Kcuangan,

oL Kepala Bidang Pos, Tcelekomunikasi dan Telematika, membawahi -
a. Kepala Scksi Pos;

bh. Kepala Scksi Telekomunikasi;

¢. kepala Scksi Telematika.




Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi,
moembawahi:

a. Kepala Scksi Standarisasi Penyiaran dan Media,;

bh. Kepala Seksi Usaha Penyiaran;

¢. Kepala Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.

o. Kepala Bidang Informasi Publik, membawahi:
a. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapat Umum;
b. Kepala Seksi Informasi Politik Hukum dan Keamanan;
c. Kepala Scksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian.

C. Unit Pelaksana Teknis; dan

- Ketompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 3

Liagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum
pada  Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini,

BAB III

RINCIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Tugas Pokok Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin
Dios Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Prnae, melaksanakan pembinaan  terhadap  aparatur bawahannyvi.
mclabiukan kerjasama dan koordinasi  dibidang  komuniukasi  dan
imformatika dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya, sesuai
dengan ketentuan  Peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk
lielancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut ;

a.omempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan
lnformatika dalam rangka pencapaian (ujuan penyclenggaraan (ugas
polkok dan fungsi dinas; '

Lomemimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
prinksanaan program dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan
Informatika agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan:

¢. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait daiam
bidang Komunikasi dan Informatika agar terjadi kesamaan persepsi dan
kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

(. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Komunikasi dan [Informatika scbagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

T ——————————s




¢. membagi  habis tugas Dinas Komunikasi dan Informatika kepada
bawahan, agar sctiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai dan memahami beban tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

| memberi petunjuk  teknis dan  pengarahan serta bimbingan kepada
hiwahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya
peivimpangan dalam pelaksanaan tugas;

¢ memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langlah dan kebijakan yang akan diambil dibidang komunikasi dan
iniormatika;

liomenilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dani
hawahan;

membuat laporan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan
schagal masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan

| mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagian Kedua
Sckretaris

Pasal 6

“uaas Pokok  Sckretaris  adalah melaksanakan  urusan  kepegawaian,
Lauangan, sural menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, perundang:
vndangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di
Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

ik menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
, rincian tugas Sckretaris adalah sebagai berikut ;

«. melaksanakan  koordinasi  dengan seluruh  Bidang dalam rangka
penvusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta
rencana kerja Sekretaris untuk  dijadikan bahan  acuan dalam

pelaksanaan tugas;

Lonemimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
lueas dibidang kcetatausahaan, agar dapat terlaksana program dan
rencana kerja yang telah disusun;

c. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat
dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan
kantor;

- merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama dengan unit kerja
lerkail, melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada

Dinas Komunikasi dan Informatika dan laporan kegiatan ketatausahaan




. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran

Dinas pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan kcuangan

kantor;

menyiapkan  bahan  pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan
koordinasi  penyusunan  program, penyusunan dan penyajian  data
statistik dan analisis, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan
adiministrasi  kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tats
laksana, Peraturan perundang-undangar dan  pelaporan pelaksanaan
program;

c. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Pcraturan perundang-undangan
vang  berhubungan  dengan  ketatausahaan  scbagai landasan  dalam
pelaksanaan tugas Scekretaris;

.membagi habis tugas pada Sckretarias kepada bawahan, agar setiap
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-

miasing;

mencrima mempelajari laporan dan saran dari bawahan schagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerje
sclanjutnya;

membina  dan  memberikan  motivasi kepada bawahan agar mampu
miclaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

- mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai bahan penyempurnaan hasil
keria lebih lanjut;

molakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja
oo masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan
rericana kerja Dinas lebih lanjut; dan
~claksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, scsua:
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal &

Tugas Pokok  Kepala  Sub  Bagian Umum  dan  Kepegawaian adalah

Jlalssanakan  sebagian  tugas  Sekretaris  di bidang surat menyurat,

ccarsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan
«emasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan

dinas, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.,




Pasal 9

ek menyelenggarakan tugas pokok sehagaimana dimaksud dalam Pasal
rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah schaga
i

melakukan  sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilinglkungan bagian tata usaha dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

. menginventarisasi - permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

. melaksanakan pcnataan administarsi surat-menyurat untuk
mempermudah proses lebih lanjut;

-memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan urusan
kedinasan,  menginventarisasikan, permasalahan-permasalahan vang
berhubungan dengan bidang kehumasan dan layanan informasi, baik
melalul media cetak maupun clektronik;

molaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan

anvkutan dan akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
scria perjalanan dinas;

mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
perbekalan peralatan dan perawatan termasuk penyimpanan, penggunaan
dan  penghapusan  barang untuk keperluan rumah tangga dinas,
menylapkan dan memantau penyediaan tempat dan perlengkapannya
untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan dinas lainnya;

c. melakukan bahan penvusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan
Kepala Dinas, menyiapkan bahan pembinaan kegiatan keolahragaan,
ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan lingkungan Dinas;

-mencart, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data
daninformasi  yang  berhubungan dengan bidang kepegawaian,
menyiapkan bahan dalam rangka menyclesaikan masalah kepegawaian
vang  meliputi usulan  kenaikan  pangkat, usulan mutasi jabatan,
punyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, proses
ustlan pensiun scrta pemberian sanksi atas pelanggaran Peraturan

kepegawaian;

-

melaksanakan  penclaahan  dan  pelayanan kepustakaan  Dinas,
mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan
pecoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, mctode
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;

wemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
S di lingkungan sub Bagian Umum  dan Kepegawaian agar dape:

melaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;




lomembagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepacda

aparatur Jabatan Fungsional Umum schagal bawahannva agar sctiap
personil memahami tugas dan tanggungjawahb masing-masing;

I mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Tueas Pokok  Kepala Sub  Bagian Perencanaan adalah melaksanakan
chagian tugas perencanaan dibidang rencana kerja dinas, yang meliputi
penenmpulan data,  penyajian data, pcelaporan  data  dalam  lingkup
perencanaan.

lasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

O, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

. melakukan sinkronisasi dan korelasi kcrja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan bagian tata usaha dalam rangka penyusunan program
kerja Sub o Bagian  Perencanaan untuk dijadikan pedoman dalam
polaksanaan pekerjaan,;

boomenginventarisasi permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
denean bidang tugas Sub Bagian Perencanaan dan menyusun hahan
vnluk pemecahan masalahnya;

. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menganalisis data rutin
dibidang komunikasi dan informatika;

. melaksanakan penyajian data rutin - dan menyusun data statistik
dibidang Komunikasi dan Informatika;

¢. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin
Komunikasi dan Informatika;

[ menyilapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Angearan ( DPA ) lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
¢.omemantau dan mengevaluasi secmua pclaksanaan keglatan
pembangunan dibidang komunikasi dan informatika agar sesuai dengan
ncena yang telah disusun,

boomenyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program — rutin
Komunikasi dan Informatika;

. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, menghimpun
dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan Dinas
Komunikasi dan Informatika;




1

[

Jemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Sub Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna,

membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada aparatur Jabatan
unesional Umum scbagai bawahannya, agar setiap personil memahami
fhgas dan tanggungjawab masing-masing;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan.

Kepala Sub Bagian Kcuangan

Pasal 12

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagain
oas Bagian Tata Usaha dibidang administrasi keuangan yang meliputi

penvusunan anggaran Dinas, pembukuan dan pertanggungjawaban serta

ioran keuangan.

Pasal 13

LUintuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

©orincian tueas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut

melakukan Sinkronisasi dan Korclast Kerja dengan Unit Kerja lainnyve
dhlimgkungan Bagian Tata Usaha dalam rangka penyusunan program
kerja Sub o Bagian Keuangan  untuk dijadikan  pedoman  dalam
pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

mengumpulkan  petunjuk  teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah,  serta mengumpulkan  bahan  penyusunan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Dinas;

mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan kcuangan Dinas
(e rencana perubahan anggaran Dinas;

melakukan administrasi pembukuan serta sistematis dan kronologis
sesual dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk memucdahkan kontrol terhadap penggunaan kcuangan Dinas;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pcenerimaan dan
anggaran belanja Dinas rutin maupun Pembangunan;

menyclengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi pertanggung
Jawaban keuangan serta menyiapkan bahan kerjasama penyclesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyelenggarakan  penataan dokumen  keuangan dan  penyusunan
laporan realisast anggaran;




I memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan
lugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

j. membagi habis tugas Sub Bagian Kecuangan kepada aparatur Jabatan

I“ungsional Umum scbagai bawahannya, agar sctiap personil memahami

tugas dan tanggung jawab masing-masing;
. nengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan.

Bagian Kectiga
Kepala Bidang Pos, Telckomunikasi dan Telematika

Pasal 14

| Tugas Pokok Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika adalah
rmelaksanakan pembinaan, pertimbangan teknis perizinan dan penertiban

serta evaluasi  kegialan  pelayanan  usaha jasa pos, penyelenggaraan
leickomunikasi, standarisasi dan spektrum frekuensi radio dan penviaran.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
rincian tugas Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika adalah

sehagail berikut :
melaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sckretaris dalam
rengka penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika,
scbhagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
serta rencana kerja pada Bidang Pos dan Telekomunikasi  untuk
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b, memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas dibidang Pos dan Telekomunikasi agar pelaksanaan
fugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;

menyusun analisa data dan program pelayanan usaha jasa pos, filateli.
penyvelenggaraan  telekomunikasi dan spektrum  frekuensi radio  darn
penylaran;

menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos, filateli,
penyelenggaraan  eleckomunikasi dan spektrum  frekuensi radio  dar

penylaran;

¢. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha jasa  pos, filatel,
penyelenggaraan  telekomunikasi dan  spektrum frekuensi radio dan
penylaran;

melaksanakan penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan tcknis

serta pelayanan rekomendasi dibidang sarana  telckomunikasi skala
wilavah kabupaten;




mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika serta Peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Bidang Pos, Telekomunikasi dan
“elematika scbagai landasan dalam  pelaksanaan tugas bidang Pos,
elekomunikasi dan Telematika

membagi habis tugas pada bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika
kepada bawahan, agar sctiap aparatur yang ada memahami tugas dan
langeungjawabnya masing-masing;

menerima  mempclajari laporan  dan  saran dari bawahan scbagai
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
sclanjutnya;

membina memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna,;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja
lebih lanjut;

niclakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas,

membuat  laporan  kepada Kepala Dinas  sebagai masukan  untuk
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Pos

Pasal 16

Tugas Pokok Kepala Scksi Pos adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang

)

ol

nlak menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
criacian tugas Kepala Seksi Pos adalah sebagai berikul :

s, Telekomunikasi dan Telematika di bidang Pos.

Pasal 17

-melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja- dengan unit kerja lainnva

dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Scksi
Pos untuk dijadikan pedoman dalam pclaksanaan pekerjaan;

-moenginventariskan  permasalahan yang berhubungan dengan bidang

tugas Seksi Pos dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnva;

- melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan penertiban jasa

titipan dan pengiriman barang;

nelaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan filateli,

Cmclaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi (erkat

dibidang pos;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis
izin jasa titipan dan pengiriman barang untuk kantor cabang dan 1zin
kantor cabang;

_moemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Seksi Pos agar dapat melaksanakan tugas sccara
herdaya-guna dan berhasil-guna;
~miembagi habis tugas Scksi Pos kepada aparatur Jabatan Fungsional

Umum schagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan

tangeungjawab masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebageal

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai

masukan dalam program lebih lanjut;

moengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan

hasil kerja lebih lanjut; dan

nclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika olch atasan scsued

derngan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Telckomunikasi

Pasal 18

Tugas Pokok Kepala Scksi Telekomunikasi adalah melaksanakan sebagian
lugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika di bidang telekomunikasi.

U

Pasal 19
ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebhagaimana dimaksud dalam Pasal
L&, rincian tugas Kepala Seksi Telekomunikasi adalah sebagai berikut:
mielakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnyea
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Scks
Telekomunikasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pckerjaan:

menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Sceksi Telekomunikasi dan menyusun bahan untuk pemecahan
nasalahnya;

melaksanakan dan mcenylapkan bahan pembinaan dan pengawasan
dibidang telckomunikasi;

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi
ferkait dibidang telekomunikast;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis
izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas
kabupaten/ kota atau jalan provinsi, izin gense dan penangkal petir;
memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabhatan Fungsional
Umum dilingkungan Sckst Telckomunikasi agar dapat melaksanaxgan
tugas secara berdaya-guna dan berhasii-guna;
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membagi habis tugas Sckst Telekomunikasi kepada aparatur Jabatan
Sunesional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memaharni

veas dan tanggungjawab masing-masing;,

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
schagai masukan dalam program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempuranaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan sesuai
denean petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Scksi Telematika
Pasal 20
pala Seksi Telematika adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
nedturan dan penclapan standar/pedoman pengembangan, pembangunan

cistem informatika dan pencrapan sistem jaringan, komunikasi data scrla

(

)

I
)
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anclogrl informatika.
Pasal 21
nluk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
), rincian tugas Kepala Seksi Telematika adalah sebagai berikut :
melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Scksi
Telematika untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventariskan  permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Seksi Telematika dan menyusun bahan untuk pemecahan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengaturan dan penctapan
standar/pedoman pengembangan dan pembangunan sistem informatika;
menyiapkan bahan penerapan sistem jaringan, komunikasi datla scrla
tleknologl informatika.

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Seksi Telematika agar dapat melaksanakan tugas
sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

membagi  habis  tugas Seksi Telematika kepada aparatur Jabatan
I‘ungsional Umum scbagai bawahannya, agar setiap personil memahami
lugas dan tanggungjawab masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan schagea
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
schagal masukan dalam program lebih lanjut;

mengecevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempuranaan
hasil kenja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.




Bagian Keempat
Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

Pasal 22

teas Pokok Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi adalah
membina dan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam
Lcointan pembangunan dan  kebijakan pemerintah melalui pembinaan,
peneawasan dan penertiban dibidang standarisasi penyiaran dan media,
tueaha penviaran serta sarana teknologi komunikasi.

Pasal 23
Untuc menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
rincian tugas Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi adalah
sebagai berikut :

«. melaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sckretaris dalam
rangka penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
schagal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
scrta rencana kerja pada Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi
untuk dijadikan bahan acuan dalam pclaksanaan tugas;

bomemimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tueas dibidang  Sarana Komunikasi dan Desiminasi  agar pelaksanaan
tiicas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;

¢ imengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja
lehih lanjut,

. melaksanakan  dan menyiapkan bahan inventarisir kelompok sosial
masyarakat yang potensial dalam skala provinsi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan
prasarana untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat
vang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) skala
kabupaten,

Lo meltaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan secara rutin/berkala

kelompok sosial masyarakat dengan jajaran Pemerintah Dacrah;
neiksanakan  dan menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi
peimberdayaan kelompok sosial secara lintas scktoral;

bomelaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan meclaksanakan
desiminasi informasi nasional;

I mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Jinas Komunikasi dan Informatika scrta Peraturan perundang-undangan
vang berhubungan dengan Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi
schagal landasan dalam pelaksanaan tugas;

| membina, memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan
lugas sceara berdaya-guna dan berhasil-guna;
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Bagian Keempal
Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

Pasal 22

Tugas Pokok Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminast adalah

membina dan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam
legiatan  pembangunan dan  kebijakan pemerintah melalui pembinaan,
pengawasan dan pencertiban dibidang standarisasi penyiaran dan incdia,
usaha penviaran serta sarana teknologi komunikasi.

Pasal 23
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

b]

rincian tugas Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi adalah
sebagai berkut :

a. melaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sckretaris  dalam
rangka penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
scbagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
scrta rencana kerja pada Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminas
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

h. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas dibidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi  agar pelaksanaan
lugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;

. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja
lebih lanjut,

. melaksanakan  dan menyiapkan bahan inventarisir keclompok sosial
masyarakal yang potensial dalam skala provinsi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan
prasarana untuk membina dan meningkatkan peran aktf masyarakat
vang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) skala
kabupaten,

[. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan secara rutin/berkala
kclompok sosial masyarakat dengan jajaran Pemerintah Dacrah;

¢. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi
pemberdayaan kelompok sosial secara lintas scktoral;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan
desiminasi informasi nasional;

I. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dcnqz,m
Dinas Komunikasi dan Informatika scrta Peraturan perundang-undangan
yvang berhubungan dengan Bidang Sarana Komunikasi dan D(:sznmnm;x
schagai landasan dalam pclaksanaan tugas;

j. membina, memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan

lugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna,;




k. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

[. membual laporan kepada Kepala Dinas scbagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;

m. membagi habis tugas pada Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminas
kepada bawahan, agar seliap aparatur yang ada memahami tugas dan
tangeungjawabnya masing-masing; dan

o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, scsuan
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Scksi Standarisasi Penyiaran dan Media

Pasal 24

Tugas Pokok Kcpala Scksi Standarisasi Penyiaran dan Media  adalah
melaksanakan scbagian tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi
Informasi dan meclakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan
program scrta menyiapkan koordinasi dibidang standarisasi penyiaran dan
medie, '

| Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24, rincian tugas Kepala Scksi Standarisasi Penylaran dan Media adalah
scbhagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya
dibidang sarana Komunikasi dan Desiminasi dalam rangka penyusunan
program kerja Scksi Standarisasi Penyiaran dan Media untuk dijadikan
pecdoman dalam pelaksanaan tugas;

'
b, menginventlarisasi  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang tugas Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media  dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalah;

¢. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data dan penyiapan bahan
program pcembinaan, cvaluasi, bimbingan dan pctunjuk tcknis dibidang
Standarisasi Penyviaran dan Media

d. menyiapkan bahan penyajian informasi melalui penyiaran dan media;

c. melaksanakan pclayanan penyiaran dan media;

[ membantu  pelaksanaan  koordinasi dengan unit kerja  terkait  dan
pcnyediaan media centre ( ruang media) untuk kelancaran pelaksanaan

Llugas;

¢. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media agar depeal
mueiaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

h. membagi habis tugas Scksi Standarisasi Penyiaran dan Media  kepade

aparalur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agarv sctiap

personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;
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mengumpulkan, menghimnun dan menyusun data dari bawahan scbaga
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan schagi

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut,

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hastl kerja lebih lanjul; dan

«. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsual

dengan Petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
te) - O

Kepala Scksi Usaha Penyiaran

Pasal 26

gas Pokok Kepala Seksi Usaha Penyiaran adalah melaksanakan sebagian

(ugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi dan melakukan
analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program scrta menyiap<ar
loordinasi dibidang Usaha Penyiaran.,

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, rincian tugas Kepala Scksi Usaha Penyiaran adalah sebagai berikut :

a

rm

. melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnva

dibidang Sarana Komunikasi dan Decsiminasi Informasi dalam rangka
pcenyusunan  program  kerja Seksi Usaha Penyiaran untuk dijadikan
pecdoman dalam pelaksanaan tugas;

.menginventarisasi  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan

dengan bidang tugas Scksi Usaha Penyiaran dan menyusun bahan untuk
pecmecahan masalah;

omclaksanakan dan menyiwapkan bahan pembinaan usaha penviara

berkoordinasi dengan instansi terkait;

Lomelaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

dalam pengawasan dan pencertiban penggunaan penyiaran,;

. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi kelayakan dibidang

usaha penyiaran;

melaksanakan  dan  menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan
badan  hukum yang cakupan arealnya provinsi sepanjang tidak
mengeunakan spektrum frekuensi;

Lo memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsionad

Umum dilingkangan Scksi Usaha Penyiaran agar dapat melaksanakea

tugas sceara berdaya-guna dan berhasil-guna;

L. membagi habis tugas Scksi Usaha Penyiaran kepada aparatur Jabatan

Fungsional Umum scbagai bawahannya, agar scliap personil memahann

tugas dan tanggungjawab masing-masing;




I mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagiu
masulkan dalam penyusunan program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan

hasil kerja lebih lanjut; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Scksi Sarana Tcknologi Komunikasi
Pasal 28
Tugas  Pokok  Kepala  Scksi Sarana  Tcknologi  Komunikasi  acala
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi
Informasi dibidang pclaksanaan rumusan kebijakan strategis, scrtifikasi,
keamanan tcknologi layenan pemerintahan dan dunia usaha berbasis
clektronik. ‘

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, rinclan tugas Kepala Seksi Sarana Teknologi Komunikasi adalah schagai

hertical

. melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnva
dibidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi  dalam ranokea
penyusunan program kerja Scksi Sarana Teknologi Komunikasi untulk
dijadikan pedoman dalam pclaksanaan pekerjaan;

b.menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang tugas Scksi Sarana Teknologi Komunikasi dan menyusun
bahan untuk pemccahan masalah;

c. melaksanakan  dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana
stralegis pembangunan dan tatakelola layanan pemerintahan berbasis
elektronik;

. melaksanakan  dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang
sarana teknologi komunikasi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Sarana Teknologi Komunikasi;

[ memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Seksi Sarana Tcknologi Komunikasi agar caped
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

g. membagi  habis  tugas Scksi Sarana Teknologi Komunikasi kepada
aparatur Jabatan Fungsional Umum scbagai bawahannya, agar scuap
personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; *

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan schagai

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
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mengevaluasi hasil pclaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kclima
Kepala Bidang Informasi Publik
Pasal 30

igas  Pokok Kepala Bicang Informasi Publik  adalah melaksanakan

pelayanan informasi publik, meliputi pengelolaan pendapat umum, informasi
politik hukum dan kcamanan serla informasi kesejahteraan rakyal dan
perckonomian., :

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ST

L orincian tugas Kepala Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut:

o mclaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sckretaris dalam

rangka penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informaiika
schagail pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas

scrta rencana kerja pada Bidang Informasi Publik untuk dijadikan bahan
acuan dalam pclaksanaan tugas;

. menginventariskan  permasalahan yang berhubungan dengan  bidang

Informasi Publik dan mcnyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional

Umum dilingkungan Bidang Informasi Publik agar dapat melaksanakan
tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

Lo menyusun rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Informasi

Publik:

o melaksanakan program dan petunjuk teknis di Bidang Informasi Publik;

melakukan  pengawasan, pembinaan  dan  pengendalian  di - Bidang
Informasi Publik;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas;

1. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain

Bidang Inlormasi Publik;

mcmbagi habis tugas Bidang Informasi Publik kepada aparatur Jabatan
Fungsional Umum scbagai bawahannya, agar setiap personil memahami
tugas dan tanggungjawab masing-masing; dan

mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuan
dengan petunjuk dan keteniuan yang berlaku.




Kepala Seksi Pengelolaan Pendapat Umum
Pasal 32

s

ugas  Pokok  Kepala  Seksi Pengelolaan  Pendapat Umum  adalah
melaksanakan  scbagian  tugas  Bidang Informasi  Publik dibidang
pengelolaan pendapat umum.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52, rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Pendapat Umum adalah sebage
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan bidang I[nformasi Publik dalam rangka penyusunan
prokram kerja dan rencana kerja Scksi Pengelolaan Pendapat Umuin
untuk dijadikan pedoman dalam pclaksanaan tugas;

. menginventarisi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Sclksi Pengelolaan  Pendapat Umum  dan menyusun  bahan untuk
pemecahan masalahnya ;

. menyusun rencana  kerja  program kerja dan  kegiatan pengelolaar
pendapat umum dan memantau pelaksanaannya;

d. melaksanakan pemantauan situasi kegiatan masyarakat dan pemerintah;

¢. melaksanakan pengelolaan pendapatan umum;

[ melaksanakan pengelolaan informasi daerah;

¢. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Badan Informas:
Publik untuk kelancaran pclaksanaan tugas;

h. menyclenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Secksi Pengelolaan
Pendapat Umum;

L. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Seksi Pengelolaan Pendapat Umum  agar dapad
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

j. membagi habis tugas Scksi Pengelolaan Pendapat Umum kepada aparatur
Jabatan Fungsional Umum scbagai bawahannya, agar setiap pcrsonil
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memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan schagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

I mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

m. molaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan Petunjuk dan ketentuan yang berlaku.




Kepala Scksi Informasi Politik, Hukum dan Kcamanan

’asal 34

Kepala Seksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanan adalah melaksanakan
sebagian tugas Bidang Informasi Publik dibidang informasi politik, hukurn
dan keamanan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
G4, rincilan tugas Kepala Scksi Informasi Politik, Hukum dan Kcamanan
adalah schagai berikut :

el

’

L

m.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
ditingkungan Bidang Informasi Publik dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kerja Seksi Informasi Politik, Hukum dan
Keamanan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Scksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanan cdan mcnyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya ;

?

menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengelolaan Informasi
Politik, Hukum dan Keamanan serta memantau pelaksanaannya;
mengelola informasi lingkup politik, hukum dan keamanan;

mengclola informasi tentang pemberantasan korupsi;

mengelola  informasi  tentang Pemilu, HAKI ( Hak Atas Kckayaan
Intelektual ) dan HAM ( Hak Asasi Manusia );

mengclola informasi tentang Peraturan dan Perundang-undangan;
membantu menyclenggarakan, monitoring dan cvaluasi kegiatan Scksi
Informasi Politik, Hukum dan Keamanan;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Scksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanan agar
dapat melaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;
membagi habis tugas Scksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanarn
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar

sctiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan schagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
schagal masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.




Kepala Scksi Informasi Kescjahteraan Rakyat dan Perekonomian
Pasal 36

Tugas Pokok Kepala Seksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan
Perekonomian adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Publik
dibidang informasi kesejahteraan rakvat dan perckonomian.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam Pasal
56, rincian  tugas Kepala Scksi Informasi Kesejahteraan Rakvar  dan
Perckonomian adalah scbhagai berikut :

«. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan Bidang Informasi Publik dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kerja Seksi Informasi Kesejahteraan Ralyveat
dan Perekonomian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b, menginventariskan pcermasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Scksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan Perckonomian dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya ;

¢. mengelola dan menyusun informasi perdagangan dan jasa, investasi dan

imdustri;

¢. mengelola dan menyusun  informasi  ketenagakerjaan, koperasi dan
UMKM;

¢. mengelola dan menyusun informasi kependudukan, sosial budaya

agama;

. mengcelola  dan menyusun  informasi  pendidikan, keschatan  dan
lingkungan hidup,;

¢. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan lugas;

. melaksanakan  monitoring dan  cvaluasi  kegiatan Scksi  Informasi
Kescjahteraan Rakyal dan Perekonomian,

. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional
Umum dilingkungan Scksi  Informasi Kesejahteraan Rakyat dan
Perckonomian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan
berhasil-guna;

]. membagi habis (ugas Scksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan
Perekonomian  kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum  scbagai
bawahannya, agar sctiap personil memahami tugas dan tanggungjawab
masing-masing;

lc. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
schagal masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;




I. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.,

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis Dinas, akan ditctapkan
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai

» o ) 3 o o
pclaksanaan tugas akan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Pasal 40
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Pcraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Lampung
Sclatan.
Ditetapkan di Kalianda

A (
pada tanggal 4 (/e 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYC MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEI! LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
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